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PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 77 TAHUN 2015
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ADE
MUHAMMAD DJOEN SINTANG BERDASARKAN
BIAYA SATUAN (UNIT COST)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SINTANG,

Menimbang . a. bahwa dengan ditetapkannya Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
menjadi rumah sakit dengan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah,
maka berdasarkan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,
yang menegaskan bahwa BLU dapat
memungut biaya kepada masyarakat sebagai
imbalan atas barang/jasa layanan yang
diberikan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah
sesuai wewenangnya.

b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut
pada huruf a, dalam kaitannya dengan
Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
berdasarkan biaya satuan (unit cost) yang
ditetapkan dengan mempertimbangkan
kontinuitas dan pengembangan layanan, daya
beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan
serta kompetisi yang sehat;

c. bahwa ...
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c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen
Sintang, maka sebagai pedoman pelaksanaan
perlu diatur Penetapan Tarif Pelayanan
Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan
biaya satuan (unit cost);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam
huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu
membentuk Peraturan Bupati tentang Tarif
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
berdasarkan biaya satuan (Unit Cost);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1933
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang ...
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Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 17
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 :
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4286),;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor §,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004
tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 11@,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan, Penggelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4436);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144

Tambahan Lembaran Negara :
i R
Indonesia Nomor 5063); = epublik

13. Undang-Undang ...



13. Undang-Undang Nomor 44

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.
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Tahun 2009

i Negara
tentang Rumah Sakit (Lembaran
chubﬁk Indonesia Tahun 2009 Nomor 15{3,
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
g:rrlltangg Pembeitukan Peraturan Perundag;_gl;
Undangan (Lembaran Negara Repuhx
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, T_arnba an
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
gsntangg Pemegintahan Daerah (Lembarax;
Negara Republik Indonesia Tahun 201
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) seb_agalmana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahup 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014
tentang Keperawatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996
tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3637);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun

2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran

Nomor 4502); Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 49, Tambahan Lemb
g 4500); aran Negara

21.Peraturan ...
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22.

23.

24.

25,

26.

27.
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Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005
Pengelolaan Keuangarn [?rac;ah
: : =
Lembaran Negara Republik Indonesia 12 u
‘E?.GGS Nomor 140, T ambahan Lcm’?aran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomof 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
gtandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 15{),
Tambahan Lembaran  Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pgmcnnt&harn
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomaor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun EUQIE
tentang Laporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan _Daerah (Lembaran Daerah
;Cabm Sintang Tahun 2006 Nomor 26,
S?:I'lnta.ng NDmLcrggaran E?aﬁrah Kabupaten
S - or 25) sebagaimana telah diubah
£ gan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang
Kgﬁmr 3 Ta.rhun 2013 (Lembaran Daerah

upaten Sintang Tahun 2013 Nomor 3,

Tambahan Lembaran
Sintang Nomor 3); Daerah  Kabupaten

28.Peraturan ..,
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah

Kabupaten Sintang (Lembaran
Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Sintang Nomor 1);

20, Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
7 Tahun 2008 tentang gusunan Organisasi
Perangkat Daerah  Kabupaten Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten gintang Tahun
2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran D_'acrah
Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana
telah diubah dengan peraturan Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor
5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang
(Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun
2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sintang Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH ADE MUHAMMAD
DJOEN SINTANG BERDASARKAN BIAYA
SATUAN (UNIT COST)

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sintang;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan

oleh i
eh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsi A
A p otonomi seluas-l
dan prinsip Negara Kesatuan Republi Indﬂn:si:asnya dalam system

Pemerintah Daerah adalah :
Bupati d ,
unsur penyelenggara Pemerintahanp da;gh;mrangkat R e

4. Bupati adalah Bupati Sintang;

5. Peraturan ...
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ran Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Sintang;

5. Peratu

Rumah Sakit Umum Daerah Ade
titusi pelayanan kesehatan yang
rangan secara paripurna
rawat jalan dan gawat

6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah
Muhammad Djoen Sintang yaitu ins
menyelenggarakan pelayanan kesehatan pero
yang menyediakan pelayanan rawat inap,

darurat;

7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Rumah' Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang Kabupaten Sintang,
yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD RSUD Ade Muhammad DJoeg
Sintang adalah pola pengelolaan keuangan RSUD Ade Muhamma
Djoen Sintang yang memberikan fleksibiltas berupa keleluasaan untuk
menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk memngkgtkan
pelayanan  kepada masyarakat dalam rangka rnemajukan.
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada

umumnya,

8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang;

9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan
terbatas, perseroan komanditer perseroan lainnya, badan usaha milik
Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang
sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
usaha badan usaha lainnya;

10. Penjamin adalah orang atau Badan Hukum sebagai penanggung biaya
pelayanan lsesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat
pelayanan di rumah sakit yang menjadi tanggungjawabnya;

11. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh

dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatan;

12. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi
dan dokter .g.igi .spesialis, lulusan pendidikan kedé)kteran agtgu’
kedok@eran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundarf =
undangan; Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultag'
masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yansg1

diperlukan baik secara langsu .
dokter atau dokter gigi; gsung maupun tidak langsung kepada

13. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga

tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, (Mr.X), dan tidak

ada penjamin, tidak mam
diidentifikasi untuk data agmz?r::iyfar, atau kepadanya tidak dapat

: : yar biaya pela;
dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejzbaz ;gzlgl bel::vi?;ntg'nnya

15. Pelayanan ...
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giatan Pelayanan Kesehatan
ditujukan kepada seseorang
patan dan pelayanan

Kesehatan adalah segala ke
kan oleh Rumah Sakit yang
ka observasi, diagnosis, pengo

kesehatan lainnya;

15. Pelayanan
yang diberi
dalam rang

anan kepada pasien untuk

Jalan adalah pelay
16. Pelayanan Rawat ; bilitasi medik dan pelayanan

diobservasi, didiagnosis, pengobattan rehg
kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat mnap;

17. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan atau tindakan medik

yang diberikan kepada pasien dengan segera gun
nyawa dan pencegahana kecacatan lebih lanjut;

18. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk

observasi, perawatarn, diagnosis pengobatan, rehabilita.lsi medik .dan
atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur
pada kelas perawatan rumah sakit;

19. Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) adalah pelayanan ke_padg
pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi
medik dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat
tidur lebih dari 12 jam (dua belas) jam sampai dengan 1 (satu) hari;

20.Rawat siang hari (day care) adalah pelayanan berkesinambungan
kepada pasien untuk pengobatan dan rehabilitasi atau pelayanan
lainnya yang menempati tempat tidur 6 (enam) jam sampai dengan 12
(dua belas) jam;

91. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk biaya
makan;

22. Tempat Tidur Rumah Sakit adalah tempat tidur yang tercatat dan
tersedia diruang rawat inap;

23; Pelayana.n Rawat Kunjupgan adalah pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan

atau pelayanan kesehatan lainnya yang di )
tinggal pasien; va yang diselenggarakan ditempat

24. Pelayanan Medik adalah pela b
; yanan yang diberik .
yang dilaksanakan oleh tenaga medikZii ngzmahezasg. terhadap pasien

25.Asuhan Keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan

pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien pada berbagai

tatanan pelayanan kesehatan
keperawatan; dengan menggunakan proses

26.P
elayanan Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian pada

ak
e o Perawatan yang langsung _diberikan dalam upaya
; ar manusia dengan
?:rtggielogl proses keperawatan melalui tahapan-taghapanme;%u lzla}kan
lagnosaan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi: pengkajian,

27. Tindakan ...
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

tindakan pembedahan yang
pembiusan lokal, dan atau tanpa

Tindakan Medik Operatif adalah

menggunakan pembiusan umum,
pembiusan;

elayanan untuk menunjang
ri dari Laboratorium Patologi
Laboratorium Mikrobiologi,
Rehabilitasi

Pelayanan Penunjang Medik _adalah pe
penegakan diagnosis dan terapi yang terfll
Klinik, Laboratorium Patologi Anatomi, rium .
Radiodiagnostik dan terapi, Elektromedik, Farmasl gizi, 5
medik, konsultasi khusus, Pelayanan Kesehatan Tradisional;

Pelayanan Penunjang Non Medik adglah adalah pelayanan m):j?ﬁ
diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanari X
dan keperawatan yang terdiri dari Pelayanan Medikolegal, Pelayana
Pemulasaraan Jenazah dan Pelayanan Ambulan;

Pelayanan Non Medik adalah pelayanan yang tidak berhubungan
langsung dengan pelayanan kesehatan.

Pelayanan Medico-Legal adalah pelayanan kesehatan yang bez"kaitan
dengan kepentingan hukum, yang diwujudkan dalam bentuk visum et
repertum hidup atau visum et repertum mati;

Pelayanan Ambulance adalah pelayanan mobilisasi rujukkan pasien
dari tempat tinggal pasien ke rumah sakit dan atau pelayanan
rujukkan pasien dari rumah sakit ke rumah sakit yang lebih mampu.

Pelayanan Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh
instalasi rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi
okupasional, terapi wicara, ortotik/protetik dan lain-lain.

Rawat Intensif adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang

memerlukan pengawasan dan tindakan terus-menerus selama 24 (dua
puluh empat) jam;

Pele}yanan .Intensive Care Unit (ICU) Standar adalah pelayanan untuk
pasien-pasien yang berpenyakit kritis diruangan yang mempunyai
peralatan khusus dan tenaga khusus wuntuk melaksanakan

Fn(t)mtqlfmg, perawatan, pengobatan dan penanganan lainnya secara
intensif;

Pelayanan Intensive Cardio Care Unit (ICcu) st

' : andar adalah pel
untuk pasien-pasien berpenyakit jantung kritis din;tangfirfl y?rnaig
mempunyai peralatan khusus dan tenaga khusus untuk

melaksanakan monitorin
( g, perawatan, pen
lainnya secara intensif; ’ RORERALIR G penangsnun

Pelayanan Kunjungan
diberikan di rumahg e :tau Homecare adalah pelayanan yang

pettimbarigas wedis e n terhadap pasien-pasien yang menurut

at dirawat diluar rumah sakit nam 3
s un
memerlukan pengawasan dan perawatan medis: masih

H

38. Pelayanan ...
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tasi/tindakan khusus adalah pelayanan Yyang
il akan khusus seperl konsultasi
konsultasi

38. Pelayanan kh
diberikan dalam bentuk konsultasi/ tind

dan tindakan psiknl«::-gis, konsultasi dan tindakan psykiatri,
gizi;

i i bat-obatan, bahan

39, Pelayanan Farmasl adalah pelayanan penyediaan 0D 1
kirm'};., dan bahan-bahan/ alat kesehatan habis pakai yang digunakan
lJangsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan

rehabilitasi;

i i i jenazah

40. Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatarn jen ’
konservasi bedah mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit x}ntuk
kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman dan kepentingan

proses peradilan;

41. Perawatan adalah asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah
Sakit sesuai dengan fungsinya;

49 Jasa Akomodasi Rawat Inap adalah imbalan yang diterima Ioleh
Rumah Sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas ruang rawat inap,
yang tersedia di Rumah Sakit dan pemberian diet dalam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan;

43. Bahan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan
bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi,
diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau
pelayanan kesehatan lainnya;

44. Visite Rutin dokter adalah kunjungan dokter pada jam kerja untuk
melaksanakan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat;

45. Visite Khusus dokter adalah kunjungan dokter diluar jam kerja untuk

melfakukan pemeriksaan kepada pasien yang dirawat atas permintaan
pasien atau keadaan emergenci;

46. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan d i
besaran tarif rumah sakit; peng an perhitungan

47. Unit Cost adalah hasil perhitungan total biaya operasi ) ]
pelayanan yang dikeluarkan rumah sakit; gh/cperasional tiag e

48, Tarif adalah besaran biaya penyelenggaraan 1
, : kegiatan pelayanan di
Rumah Sakit, yang dibebankan kepada masyarakat s&bzegai}rimigla;
atas pelayanan yang diterima,;

49.;3211&?;1?%11&:1 de_ldalja.h imbalan yang diterima atas pelayanan
P et yani g:::nkan kepada pasien dalam rangka observasi,
dlagnmhahilita:si Iﬁe Ed“{gsc . tan, konsultasi, pengawasan medis/ visite,
et an/atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh
s e , tenaga pa.ramed?s keperawatan, tenaga paramedis non
mend’ tenaga non medis dan semua komponen yang terlibat

dalam ukung pelayanan kesehatan di rumah sakit;

50. Jasa ...
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51.

52.

53.

.

55.

o6.

D

58.

59.

60.

61.

nooo1l

. nbalan yang diterima oleh Rumah Eg}fit atas
et v Sah sakit, alat pelindung diri (APD),
nakan langsung dalam rangka

Jasa Sarana ad :
- akaian sarana dan fasilitas rum

serta pemberian makan yang digu  lan
ohacrvgz‘:, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.

anan yang diberikan kepada tenaga
am rangka menegakkan diagnosa,
dik dan terapi, rehabilitasi medik

Jasa Konsultasi adalah jasa pelay
medik untuk kegiatan konsultasi dal
pemberian pengobatarn, tindakan me
atas permintaan tenaga medik lain;

' iperikan kepada
i to adalah pelayanan kesehatan yang diberi
o gy i £ memerlukan penanganan

asien secara langsung kepada pasien yans : : [
zegcra karena alasan darurat medik meskipun diluar jam kerja atau

pada hari libur;

Jasa Pelayanan Farmasi adalah imbalan yang dit_erima oleh petugas
atas pelayanan farmasi yang diberikan kepada pasien,

Rujukan Swasta adalah kiriman dari dokter dan atau pelayanan
kesehatan swasla;

Tindakan Medik adalah operasi, anestesi, tindakan pengobatan
dengan menggunakan alat dan tindakan khusus;

Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang dilakukan berdasarkan
penilaian dan pengetahuan klinis yang dilakukan oleh perawat untuk
meningkatkan status kesehatan klien/pasien;

Jenis Tindakan Medik :

a. Berdasarkan kegawatan/kedaruratannya adalah tindakan medik
terencana (non akut/non emergency) dan tindakan medik tidak
terencana (akut/emergency);

b. Berdasarkan risiko dan beratnya tindakan/ kesukaran adalah
tindakan sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus/canggih.

Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai yan j isi

g selanjutnya disingkat
BAKHP adalah bahan dan alat kesehatan yang habis dipakai ur%mk
observasi, d:ragnos?s, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik
penunjang diagnosis dan pelayanan kesehatan lainnya; J

Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah

ulml:lukd]uatxsx tentang apa yang dilihat dan diternukan pada korban

;}1 eh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik baiknya dan
anya dapat diminta oleh Instansi/ Pejabat yang berwenang;

‘;:xrlf e;::::h Ur{;t:iu;dilna? uliaaf'ujﬁg ﬁisediakan atau diberikan oleh
B, : epentingan dan k
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan?manfaatan

Tarif
Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit yang selanjutnya dapat

disebut tarif adalah pembayaran
: yar ata ;
Sakit Umum Daerah Ade !'m‘l1u1'1Lamurxw.i:::El ﬁ:ﬁ?@ﬁgham di Rumah

62.Unit ...
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i 1 jutnya disingkat UTDRS

i fusi Darah Rumah Sakit selan.Ju .

o ggg}a];r r:ﬁa?u unit pelayanan di rumah sakit yang bertugas melayani
klinisi dalam memenuhi kebutuhan darah aman.

63. Badan Layanan Umum Daerah yang selanj&tpgf?( ef—lji:e;:;a Szifa];)l
' j tau Uni
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah a : .
j i Li Pemerintah Daerah yang
kerja erangkat daerah di Lingkungan
ditl):::ntullz unt{g,lk memberikan pelayanan kepada masya;;l;?t nll)::clgfi
penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutg.rcrll o ada
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didas

prinsip efesiensi dan produktifitas.

64. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang dltungiuk
untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, in
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rang 3
pelaksanaan APBD pada Rumah Sakt Umum Daerah Ade Muhamma

Djoen Sintang.

65. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk
untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahgkan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah
Ade Muhammad Djoen Sintang.

66. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD
yang dibuka oleh pemimpin BLUD pada bank umum untuk
menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran
pengeluaran BLUD.

67. Klinik Voluntary Counselling Testing selanjutnya disingkat Klinik VCT
adalah suatu tempat proses konseling pra testing, conselling post
testing, dan testing HIV secara sukarela yang bersifat rahasia dan
secara lebih dini membantu orang mengetahui status HIV.

68. K}inik khl.lsu's' 1ainnya adalah pelayanan kepada pasien untuk
diobservasi, didiagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan

kesehatan lainnya tanpa tinggal dirawat inap yang di tanda tangani
oleh tenaga medik non spesialis lainnya.

69. titik impas atau break even point adalah sebuah titik dimana biaya

atau pengeluaran dan pendapatan adalah seimb i .
terdapat kerugian atau keuntungan. ang; sehingga. tidak

70. Tindakan invasive adalah suatu tindak i
: an medis
mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien. Ve RREs UL Hagas

71. Tindakan non invasive adalah tj
tind
ke dalam tubuh, tan *tan
tubuh manusia.

medis tanpa memasukkan alat
pa menyebabkan kerusakan kulit atau rongga

BABII ...



(1) Penetapan Tarif

(2)

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan pada R}Jmah Sakié Um;m
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dihitung berdasarkan
biaya satuan (Unit Cost) bertujuan :

efektifitas dan efisiensi pelayanan;
evaluasi kualitas pelayanan;
erencanaan pelayanan yang tepat; )
geningkatan pelayanan kesehatan yang bprstandar :j)aigl
pelanggan rumah sakit, tidak berlebihan sehingga terkendali,
baik mutu dan biayanya; dan
e. terselenggaranya pengelolaan keuangan yang transpar
akuntabel.

aoop

an dan

Penetapan Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Rur_nah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang yang dihitung berdasarkan
biaya satuan (Unit Cost) dimaksudkan untuk dijadikan pedoman
didalam Pemungutan tarif sebagai pern‘payaran ata's
penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

BAB III
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK TARIF
SERTA JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Dengan nama Tarif Pelayanan Kesehatan dipungut tarif sebagai

pembayaran atas penggunaan/pemanfaatan pelayanan kesehatan pada
Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang.

(1)

(2)

Jenis Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Obyek Tarif adalah Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh Rumah
Sakit.

Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan
pelayanan kesehatan.

Pasal 5

yang dikenakan Tarif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1), dikelompokkan menjadi :

Moo o

pelayanan rawat jalan;
pelayanan rawat darurat;
pelayanan rawat inap;
pelayanan rawat intensif;
pelayanan penunjang medis;

pelayanan lain yang mungkin diadakan
Rumah Sakit, gld menurut pengembangan

BABIII ...
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BAB Il
GOLONGAN TARIF

Pasal 6

Tarif Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Tarif Jasa Umum.
BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang digolongkan berdasarkan

jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
KEBIJAKAN TARIF

Pasal 8

Dalam penyusunan tarif layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade

Muhammad Djoen Sintang, penghitungan jasa sarana untuk :

a. kelas Il (tiga) lebih kecil dari titik impas (break even point);

b. kelas II (dua) sesuai titik impas (break even point); dan

c. kelas selain huruf a dan huruf b, lebih besar dari titik impas (break
even point)] dengan besaran yang ditetapkan berdasarkan asas
kepatutan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang.

Pasal 9

(1) Kt?las pf:rawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad
Djoen Sintang terdiri atas kelas III (tiga) dan Non kelas III (tiga).

(2) Kelas perawatan non kelas III (tiga) sebagaimana dimaksud
€T ada ayat
(1) terdiri atas Kelas Utama, Kelas ] (satu) dan kelas II {dua}qp 4

(3) Diektur Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muh j i
. ammad Djoen Sin
menetapkan proporsi kelas perawatan sesuai dengan kﬁ:biltuha;l. -

(4) Proporsi tempat tidur perawatan kelas III (ti
i : tiga) sekurang-kuran
25 % (dua puluh lima persen) dari jumlah tempat tidur }rsig I;n:rsegdrgfal

BAB VI
KEGIATAN YANG DIKENAKAN TARIF

Bagian Kesatu
Kegiatan Pelayanan

Pasal 10

(1) Kegiatan pelayanan i
vang dikenakan tarif di
tempat pela Tenis pelay . ikelompokkan berdasarkan

(2) Tempat ...

009014
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(2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan Rawat darurat.

(3) Tempat pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
meliputi polikilinik, kamar operasi, rawat rehabilitasi, dan kamar

tindakan lainnya.

(4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
meliputi :
a. ruang perawatan,
b. kamar operasi;
c. kamar bersalin;
d. rawat intensif; dan
e. rawat rehabilitasi.

(5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.

(6) Jenis pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpin BLUD sesuai dengan
kemampuan pengembangan Rumah sakit.

Bagian Kedua
Kegiatan Non Pelayanan

Pasal 11

(1) Kegiatan non pelayanan yang dikenakan tarif terdiri atas kegiatan
pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan Kkegiatan penunjang

lainnya.

(2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi magang, orientasi, studi banding, praktek lapangan, dan

kegiatan pendidikan dan pelatihan lain.

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.

(4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain kegiatan sewa lahan/Anjungan Tunai Mandiri (ATM/
ruang, parkir, kantin, hostel, kerjasama operasional, kerja sama sewa
beli dan Kkerja sama sewa kelola.

(5) Rumah Sakit dapat juga mengadakan kerjasama dengan tenaga ahli
atau mendatangkan tenaga ahli dari luar dalam rangka
meningkatkan mutu pelayanan dengan tarif yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Kerjasama yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui

ikatan kerjasama yang disepakati pihak Rumah Sakit dan pihak ke
tiga setelah mendapat persetujuan Bupati.

(7) Jenis ...



(7)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

53376

; g : g ¢ ()
Jenis kegiatan non pelayanan selain yang ditetapkan pada aya
diwmpk;‘:: oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade

Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpin BLUD.

Pasal 12

na dimaksud dalam Pasal 10

Tarif kegiatan non pelayanan sebagaima Rl

meliputi komponen jasa sarana dan/atau jasa lain sesuai
ketentuan yang berlaku.

aran i jatan non pelayanan sebagaimana dimaksud pada
o i B Lampiran XXV, merupakan

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam XX
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PELAYANAN MEDIS

Pasal 13

Jenis Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)
meliputi:

a. pemeriksaan dan konsultasi;

b. visite dan konsultasi;

¢. tindakan medis operatif;

d. tindakan medis non operatif; dan

e. persalinan.

Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat

jalan dan rawat darurat.

Visite dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pelayanan medis yang dilakukan pada rawat inap dan

rawat intensif.

Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan
umum, regional atau pembiusan lokal yang meliputi :

a. tindakan medis operatif kecil;

b. tindakan medis operatif sedang;

c. tindakan medis operatif besar; dan

d. tindakan medis operatif khusus.

Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi

a. tindakan medis non operatif kecil;

b. tindakan medis non operatif sedang;

c. tindakan medis non operatif besar; dan
d. tindakan medis non operatif khusus.

Jenis pelayanan persalinan sebagaimana dim

ar ! : aksud pada ayat (1)
l'furuf e ter:lm_ dari persalinan normal atau persalinan dengan
tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

Pasal 14 ...



(1)

(2)

(1)

@

(4)

(1)

Pasal 14

dakan medik operatif dalam waktu
g sama, tindakan operatif pertama
yang kedua hanya
50 % (lima puluh

Dalam hal terjadi dua tin
bersamaan terhadap pasien yan
dihitung 100 % (seratus persen) dan tindakan

dikenakan komponen jasa pelayanan sebesar
persen) dari tarif.

a dimaksud pada

Besaran tarif tindakan medik operatif sebagaiman B
an

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merup
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB VIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIS

Bagian kesatu
Jenis dan Tarif pelayanan penunjang medis

Pasal 15

Pelayanan Penunjang Medis sebagaimana dimaksud dalam Pa_lsal 9
ayat (5) merupakan pelayanan untuk penunjang pelayanan medis .

Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :
. pelayanan laboratorium;
. pelayanan radiodiagnostik;
pelayanan diagnostik elektromedis;
. pelayanan diagnostik khusus;
. pelayanan rehabilitasi medis;
pelayanan darah;
. pelayanan farmasi;
. pelayanan gizi;
pelayanan loundry dan sterilisasi;
j. pemulasaraan jenazah;
m. pelayanan penunjang medis lainnya.

R0 L0 OP

Tarif Pelayanan Penunjang Medis bagi pasien rawat jalan, gawat
darurat atau yang berasal dari luar Rumah Sakit ditetapkan sama
dengan tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas II.

Tanf penunjgng diagnostik lain yang belum diatur dalam Peraturan
ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai
ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian kedua
Tarif Pelayanan laboratorium

Pasal 16

Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(2) huruf a terdiri atas :
a. pemeriksaaan patologi klinik;
b. pemeriksaan patologi anatomi;
¢. pemeriksaan mikrobiologi klinik.
(2) Besaran ...



(2)

(1)

(2)

(2)

(2)

Besaran tarif pemeriksaan patologi klinik sebagaimana din.'laksud
pada ayat (2) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X1
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

mi sebagaimana dimaksud
tum dalam Lampiran XII
ahkan dari Peraturan

Besaran tarif pemeriksaan patologi anato
pada ayat (2) huruf b, sebagaimana tercantt
yang merupakan bagian yang tidak terpis
Bupati ini.
Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Radiodiagnostik

Pasal 17

rawat inap sebesar tarif sejenis,

Tarif Pelayanan Bed Foto pasien .
dari komponen jasa pelayanan.

ditambah 30% (tiga puluh persen)

Besaran tarif pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran X _yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati init.

Bagian Keempat
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 18

Pelayanan Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
ayat (2) huruf e terdiri atas :

a. pelayanan rehabilitasi medis;

b. pelayanan rehabilitasi psikososial; dan

c. pelayanan rehabilitasi ortotik / prostetik.

Besaran tarif pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Darah

Pasal 19

Jenis Pelayanan Darah sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2)
huruf f terdiri atas :

a. sel darah merah pekat (packed red cell);

b. sel darah merah pekat cuci (washed red cell);

¢. trombosit konsetrat {thrombocyt concentrate);

d. flasma segar beku (fres frozen flasmaj;

e. darah lengkap (whole blood).

Tarif Pt::layanan. Dara.h lain yang belum diatur dalam Peraturan ini
akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, sesuai ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(3) Besaran ...



(3)

(1)

(1)

(2)

. 030019

an Unit Tranfusi Darah Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan int.

Besaran tarif Pelayan

Bagian Keenam
Pelayanan Farmasi

Pasal 20

Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2)

huruf g terdiri atas :
a. pelayanan farmasi klinis;
b. pelayanan farmasi non klinis.

Tarif Pelayanan kefarmasian rumah sakit ditetapkan sebagai berikut:
a. harga bahan/alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dan obat untuk
pasien umum jenis pelayanan farmasi sebesar harga faktur

pembelian ditambah jasa sarana dan jasa pelayanan.

b. untuk pelayanan bahan/alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dan
obat bagi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Formularium

Nasional;
c. jasa pelayanan farmasi adalah jasa yang diberikan oleh apoteker

ke pasien/keluarga pasien dalam bentuk pelayanan farmasi klinis
dan non Kklinis.

Besaran tarif pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Pengadaan/penggunaan obat untuk masyarakat umum di rumah
sakit berpedoman pada daftar formularium rumah sakit.

P'engelolae.m farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan
Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 22

Jenis pemulasaraan jenazah sebagai i

priry Y i ri naza agaimana dimaksud dalam Pasal 14
a. perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;

b. konservasi jenazah; ’

c. bedah mayat; dan

d. pelayanan lainnya.

(2) Komponen ...



(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

%)

0023020

Komponen tarif pelayanan perawatan jenazah meliputi jasa sarana,
jasa pelayanan dan jasa medik diperhitungkan atas dasar unit cost.

Besaran tarif pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT JALAN

Pasal 23

Bagi pasien yang berobat jalan ke rumah sakit disediakan Rawat

Jalan.
ana dimaksud pada ayat kN

untuk observasi, diagnosis,
layanan kesehatan lainnya

Pelayanan rawat jalan sebagaim
merupakan pelayanan kepada pasien
pengobatan, rehabilitasi medis, dan pe
tanpa tinggal di ruang rawat inap.

Komponen tarif rawat jalan meliputi:
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan.

Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a,
terdiri atas :

a. jasa sarana umuin;

b. jasa sarana tindakan medis;

c. jasa sarana penunjang medis.

Jasa sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diperhitungkan dari total biaya sarana umum dibagi jumlah
kunjungan dalam 1 (satu) tahun.

Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis
dibagi jumlah tindakan medis di rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf c diperhitungkan dari total biaya sarana pemeriksaan
penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di
rawat jalan dalam 1 (satu) tahun.

J?:a pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri
atas : ,

a. J:asa pelayanan medis; dan

b. jasa penunjang medis;

Jasa pelayanan medis dan penunj i i i
; jang medis sebagimana dimaksud
f;da ayat (8) dltetapkan oleh direktur Rumah Sakit Umum Daerah
1 € Muhammad Djoen Sintang sebagai Pemimpin BLUD ssesuai
engan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Komponen ...



(10)

(11)

(12)

(13)

(1)

(2)

(4)

o JHUDOG

Komponen tarif rawat jalan pada ayat 2), ‘tidak teqnasuk opat—
obatan, tindakan medik, pelayanan penunjang medﬁ;, dan jasa
konsultasi antar spesialis yang dibayar terpisah oleh pasien.

Besaran Tarif Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat !1),
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

nstalasi Rawat Jalan, sebagaimana

Tarif tindakan mata di I ) _
= yang merupakan bagian tidak

tercantum pada Lampiran III,
terpisahkan dari Peraturan ini.

lut di Instalasi Rawat Jalan,

Besaran Tarif tindakan gigi dan mu .
g merupakan bagian

sebagaimana tercantum pada Lamp?ran VI, yan
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT INAP

Bagian kesatu
Komponen Tarif Rawat Inap

Pasal 24

Pelayanan rawat inap merupakan pelayanan kepada pasien untuk
observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis,
dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat

tidur.

Pelayanan rawat inap terdiri atas :

a. rawat siang hari (day care);

b. rawat sehari (one day care);

c. rawat intensive;

d. perawatan dikamar operasi;

e. perawatan dikamar bersalin; dan

f. perawatan dikamar tindakan lainnya.

Tarif Rawat inap di terdiri atas:
. rawat inap VIP;

. kelas [

kelas II;

. kelas III;

. rawat observasi IGD;

rawat inap ICU (Reguler);
rawat inap ICU (isolasi);

. rawat inap isolasi;

rawat perinatologi;

j. rawat sehari (Oney Day Care);
k. rawat sehari (Day Care).

eI e o O

Komponen tarif Pela ; .
, yanan rawat ina x,
a. jasa sarana; P raeliputi;

b. jasa pelayanan.

(5) Komponen ...
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(5 Komponen tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

huruf a meliputi : _
a. jasa sarana akomodasi ruang perawatan;

b. jasa sarana akomodasi rawat siang'hgri (dqy care);
c. jasa sarana akomodasi rawat sehari '(mtenswe care);
d. jasa sarana akomodasi rawat intensive;

e. jasa sarana akomodasi kamar operasl,

f. jasa sarana akomodasi kamar bersalin;

g. jasa sarana akomodasi kamar tindakan lainnya;
h.jasa sarana tindakan medis;

i. jasa sarana penunjang medis; dan _

j. jasa pelayanan medis dan penunjang medis.

(6) Jasa sarana akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f dan Huruf g

diperhitungkan dari total biaya masing-masing sarana akomodasi

rawat inap dibagi jumlah hari rawat sesuai kelas perawatan dalam 1

(satu) tahun.

(7) Jasa sarana tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (})
huruf h, diperhitungkan dari total biaya sarana tindakan medis
dibagi jumlah tindakan medis di rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

(8) Jasa sarana penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i diperhitungkan dari total biaya  sarana pemeriksaan
penunjang medis dibagi jumlah pemeriksaan penunjang medis di
rawat inap dalam 1 (satu) tahun.

(9) Jasa Pelayanan Medis dan penunjang medis sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) huruf ] ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Pemimpin BLUD
ssesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(10) Tarif Rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak
!:ermasuk biaya obat-obatan, tindakan medik, konsultasi/ visite luar
jam kerja, rehabilitasi medik, penunjang diagnostik dibayar
tersendiri oleh pasien.

(11) Besaran Tarif rawat inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran
!I,_ yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
ini.

Pasal 25

(1) Hari rawat dihitung dari sejak tanggal pasi .
tanggal pasien keluar. ggal pasien masuk sampai dengan

(2) ?agi Easien yang menurut pendapat dokter yang memeriksa pasien
ersebut menderita penyakit menular tertentu, tempat perawatannya
akan ditentukan secara khusus.

Bagian ...
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Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 26

g masuk ke Rumah Sakit untuk rawat inap harus
yang berasal dari

n fasilitas

Bagi pasien yan . :
menyampaikan Surat pengantar (rujukan) baik
poliklinik rumah sakit, Instalasi Gawat Darurat maupu
kesehatan lainnya kecuali dalam keadaan Gawat Darurat.

Menyerahkan persyaratan yang diperlukan Qlek} bagian pendaftaran
Rawat Inap Rumah Sakit sesuai dengan Kkriteria pembayaran, yang

antara lain : _ e
a. surat pengantar dari perusahaan yang bekerja sama deng

Rumah Sakit;
b. foto copy Kartu Tanda Penduduk;

c. foto copy Kartu Keluarga; . —
d. surat Keterangan Tidak Mampu yang ditanda tangani oOl€

pejabat desa/lurah/camat;

e. surat keterangan lahir; . ‘
f. foto copy Kartu Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

(BPJS);
g. dan lain-lain.

Bagian ketiga
Penjamin pasien

Pasal 27

Setiap pasien yang masuk ke rumah sakit untuk rawat inap wajib
memiliki orang atau pihak yang menjamin pembayaran biaya
perawatan.

Setiap pasien atau penjaminnya berhak mengajukan permintaan di
kelas manapun pasien ingin dirawat, sesuai dengan kemampuan
keuangan dan sesuai dengan ruang perawatan yang tersedia.

Pasien yang dibiayai/ditanggung oleh penjamin ditempatkan pada
kelas perawatan yang sesuai dengan jaminannya atau sesual
perjanjian kerjasama dengan Rumah Sakit.

Bagian Keempat
Tarif Tindakan Medis

Pasal 28

Jenis tindakan medis terdiri dari :
a. tindakan medis invasive;
b. tindakan medis non invasive.

Komponpn tarif tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), meliputi:

a. jasa sarana;

b. jasa pelayanan.

(3) Besaran ...



(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(3)

nvasive sebagaimana dimaksud pada
tercantum dalam Lampiran IX, yang
n dari Peraturan ini.

Besaran tarif tindakan medis i
ayat (1) huruf a, sebagaimana ter
merupakan bagian yang tidak terpisabka
invasive sebagaimana dimaksud

a tercantum dalam Lampiran \{III,
an dari Peraturan ini.

Besaran tarif tindakan medis non
pada ayat (1) huruf b, sebagaiman :
yang merupakan bagian yang tidak terpisahk

Bagian Kelima
Pelayanan kebidanan dan kandungan

Pasal 29
Jenis pelayanan kebidanan dan kandungan meliputi :

a. pelayanan persalinan normal;
b. pelayanan persalinan dengan tindakan;

c. pelayanan bayi baru lahir.

Besaran tarif pelayanan persalinan/ kebidanan ditentukan
berdasarkan jenis pelayanan dan kategori penolong persalinan.

Dalam kasus tertentu Setiap tindakan operasi sectio caesaria harus
didampingi oleh dokter spesialis anak.

Operasi Sectio Caesaria yang didampingi oleh dokter Spesialis Anak,
dikenakan tarif 20 % dari tarif tindakan operatif.

Besaran Tarif tindakan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), .sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian keenam
Asuhan Keperawatan

Pasal 30

Asuhan Keperawatan meliputi:

a. asuhan keperawatan minimal,
b. asuhan keperawatan sedang;

c. asuhan keperawatan agak berat;
d. asuhan keperawatan total.

Untuk menentukan tarif Asuhan k
: eperawata i
berdasarkan tingkat ketergantungan pasien. P n  ditetapkan

Besaran Tarif Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sebagaimana tercantum dal
_ ; am Lampiran XXIV
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perr')aturan ini. yans

BAB XI ...
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BAB XI
POLA PERHITUNGAN TARIF RAWAT DARURAT

Pasal 31
at darurat merupakan pelayanan kesehatan yang

untuk  mencegah dan/atau
tau cacat.

(1) Pelayanan raw
harus diberikan  secepatnya
menanggulangi risiko kematian dan/ a

na dimaksud pada ayat (1),

(2) Pelayanan rawat darurat sebagaima . \
luh empat) jam sehari-

dilaksanakan dalam waktu 24 (dua pu

(3) Komponen tarif pelayanan rawat darurat meliputi:
a. jasa sarana;
b. jasa pelayanan.

(8) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri

atas :
a. jasa pelayanan medis; dan
b. jasa penunjang medis;

(9) Jasa pelayanan medis dan penunjang medis, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan ini.

(10) Komponen tarif Rawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), tidak termasuk obat-obatan, tindakan medik, penunjang medik,
pelayanan rehabilitasi medik dan jasa konsultasi antar spesialis

yang dibayar terpisah oleh pasien.

(11) Bagi pasien yang dirawat di ruangan Rawat darurat, dikenakan tarif
kelas II Ruang perawatan.

(12) Tarif Rawat Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
s_ebagalmana tercantum dalam Lampiran [, yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XII
PELAYANAN KONSULTASI KHUSUS DAN MEDICO LEGAL

Pasal 32

(1)  Jenis Pelayanan konsultasi khusus meliputi :
a. pelayanan konsultasi/tindakan psikologi;
b. pelayanan psikotherapi,;
¢. konsultasi gizi; dan
d. konsultasi lainnya.

2 .
(2) Pengembangan tarif pelayanan konsultasi khusus lainnya lebih

lanjut akan diteta
pkan dengan Peraturan Bupati sesuai
Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. d uat dengan

Pasal 33 ...
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Pasal 33

anan yang diberikan

i l rupakan pelay
(1) Pelayanan Mediko Lega’ merup A k memperoleh

kepada institusi, badan atau perorangan untu
informasi medis bagi kepentingan hukum.

(2) Pelayanan mediko legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,

meliputi : _
a. Pelayanan visum et repertum hidup atau mati;
b. Pelayanan salinan rekam medis;

c. Pelayanan resume medis;

d. Pelayanan keterangan sehat.

(3) Komponen tarif dari Medico Legal meliputi :
a. jasa sarana,
b. jasa pelayanan.

(2) Visum et revertum dari pasien yang hidup maupun 'r'neningg-al hanya
diberikan atas permintaan tertulis dari yang berwajib sesual dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Besaran tarif pelayanan medico legal sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disesuaikan dengan besaran tarif pemeriksaan kesehatan

dan atau tindakan medik yang diberikan.

(4) Pengembangan tarif pelayanan medico legal yang belum diatur, akan
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan
Perundang-Undangan yang berlaku.

(5) Besaran Tarif pelayanan Medico Legal sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XIII
TARIF PELAYANAN AMBULANCE

Pasal 34

(1) Pelayanan Ambulance terdiri dari :
a. pelayanan ambulance transport;
b. pelayanan ambulance rujukan.

(2) Komponen tarif pelayanan ambulance meliputi:
a. jasa sarana;
b. jasa pelaya:nan yang terdiri dari sopir dan Perawat;
c. bahan habis pakai (bahan bakar minyak).

(3) Besaran tarif pelayanan ambulance merupakan penjumlahan dari
Jrg§a asl‘:amna dan jasa pelayanan, dan pemakaian bahan bakar
te;réy' b'erdasark.an jarak tempuh dihitung pulang pergi

iri dari kategori; e yERe
a. ambulance tanpa jasa paramedik;
b. ambulance dengan jasa paramedik;

(4) Besaran ...
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(4) Besaran Tarif pelayanan ambulance sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XVII, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan ini.

BAB XIV
TARIF PELAYANAN MEDICAL/ GENERAL CHECK UP

Pasal 35

(1) Pemeriksaan / pengujian kesehatan terdiri atas : ‘
a. pemeriksaan/ pengujian kesehatan sederhana rutin seseorang

yang memerlukan :
1) surat keterangan kesehatan;
2) surat keterangan buta warna; dan

3) surat keterangan sejenisnya.
b. general check up yang terdiri atas pemeriksaan sedang, lengkap

dan canggih total;

(2) Pelayanan Medical/ General Check Up untuk golongan masyarakat
yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditentukan
melalui perjanjian kerjasama.

(3) Besaran tarif Pelayanan Medical/ General Chek Up sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
XX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB XV
PEMBIAYAAN KESEHATAN OLEH PENJAMIN

Pasal 36

(1) Pembiayaan pasien dapat ditanggung oleh Penjamin berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Apabila pemilihan kelas perawatan atau pembiayaan tidak sesuai
dengan ketentuan Penjamin, maka kelebihan biaya ditanggung
pasien yang bersangkutan.

(3) Tgrif untul‘_t golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh
pihak penjamin, ditetapkan berdasarkan prinsip kesetaraan dan

saling menguntungkan melalui perjanjian kerjasama secara tertulis.

BAB XVI
PENGELOLAAN PENDAPATAN RUMAH SAKIT

Pasal 37
(1) Pendapatan BLU Rumah Sakit digunakan secara langsung untuk

membiayai pengeluaran Rumah Saki iri
" -Hst t yang terdiri atas pengelu
biaya pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi. il

(2) Penggunaan ...
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aran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade'
n BLUD dengan proporsi

(2) Penggunaan pengelu
ditentukan oleh Dire Saki
Muhammad Djoen Sintang sebagai pemimpt
sebagai berikut :

a. biaya pegawai pa
dan

b. biaya operasion
puluh enam persen).

ling banyak 44 % (empat puluh empat persen);

al dan biaya investasi paling sedikit 56 % (lima

(3) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
komponen remunerasi yang berasal dari penerimaan dacrab yang
bukan pajak yang meliputi gaji pegawai .BLU rumah sakit non
pegawai negeri sipil, jasa pelayanan, insentif, lembur, honorarium,

kesejahteraan, dan asuransi pegawali.

Pasal 38

(2) Bendahara Penerimaan diwajibkan menyetor pendapatan ke Ka§
BLUD paling lama 1(satu) x 24 (dua puluh empat) jam pada hari

kerja.

(3) Tata cara penyetoran serta sarana yang digunakan berupa
formulir/blangko, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
PENINJAUAN BESARAN TARIF

Pasal 39

¢)) Belf:fan tarif dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(2) Peninjauan besaran tarif sebagaimana dimaks
' ud pada ayat (1
dilakukan dengan memperhatikan wunit cost indeks hargya diﬂl
perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan peninjauan besaran tarif s i .
; ebagaiman
ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupatgi, a dimaksud pada

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BIAYA

Pasal 40

(1) Direktur dapat

me i .
pembebasan tarif. mberikan pengurangan, keringanan dan

(2 Pe i
) mberian pengurangan dan atau keringanan tarif sebagaimana

dimaksud pada a
yat (1) Pasal ini ;
kemampuan pasien untuk rLenga;gs‘;il’ dengan memperhatikan

(3) Tata cara ...
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ebasan Tarif,

keringanan, dan atau pemb:
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur.

(3) Tata cara pengurangarn,

BAB XIX
KETENTUAN LARAN GAN

Pasal 41
Setiap pejabat dan/atau Karyawan Rumah Sakit Umum Daeragx ixdli
Muhammad Djoen Sintang dilarang melakukan pungutan dalam bentu
dan atau jenis apapun, selain yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42
(1) Pada saat Peraturan Bupati ini belum berlaku, segala ketentuan

yang mengatur tarif pada Rumah sakit Umum Daerah Ade
Muhammad Djoen Sintang dilaksanakan sesuai ketentuan

perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka segala ketentuan
yang mengatur muatan materi yang sama dan atau bertentangan
dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang 'mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 7 MZs 2015

b

?\IILTON CROSBY

UPATI SINTANG, Y

Diundangkan di Sintang
pada tanggal } M€/ 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,
v P,
rIOSEPHA HASNAH

BERI
TA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2015 NOMOR 9?
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